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Judul :”Tinjauan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Terbuka Hijau Menjadi
Aktivitas Kegiatan Ekonomi Di Kota Makassar (Studi Putusan
Pengadilan No. 246/PDT/2007/PN.MKS No. 325/PDT/2008/PT.MKS No.
366/K/PDT/2010)”
Skripsi ini terdapat 2 (dua) sub masalah yakni 1. Bagaimana pertimbangan
Hakim dalam Nomor putusan No.246/PDT.G/2007/P.MKS No.
325/PDT/2008/PT/MKS No. 366/K/Pdt/2010) 2. Bagaimana dampak terhadap alih
fungsi RTH menjadi aktivitas kegiatan ekonomi di Makassar?. Untuk menyelesaiakan
sub masalah tersebut, maka digunakan metode pengumpulan data yang bersumber
dari studi dokumen, wawancara dan observasi. Adapun teknik pengolahan data yang
digunakan dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang yang dilakukan
guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam
putusan dari tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan tingkat Kasasi dan untuk
mengetahui dampak  atas alih fungsi RTH menjadi aktivitas kegiatan ekonomi di kota
Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar dengan memilih instansi
terkait dengan perkara ini, yaitu dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Teknik
pengumpulan data berupa studi putusan dan wawancara dengan pihak terkait. Data
penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer ialah  data diperoleh
dengan menelaah dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang
di dapatkan melalui putusan pengadilan. sedangkan data sekunder diperoleh dengan
wawancara langsung menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat secara
terstruktur menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sesuai dengan tugas utama Hakim
yakni menerima, memeriksa, dan mengadili atas perkara yang ditanganinya
menyatakan bahwa di dalam pertimbangan Hakim setelah memeriksa atas perkaranya
menyatakan bahwa atas revitalisasi yang dilakukan tidaklah menyalahi suatu aturan
seperti yang dilayangkan oleh Penggugat, dalam pertimbangannya Hakim revitalisasi
yang dilakukan atas brdasar aturan Undang-undang yang berlaku. Sehingga dianggap
tidaklah penyalahi suatu aturan. (2) dampak atas alih fungsi lahan RTH menjadi
aktivitas kegiatan ekonomi menunjukkan adanya sisi positif dan negatif dari beberapa
pandangan. Dapat ditinjau dari sisi ekonomi, sisi sosial dan dari sisi budaya. Dalam
revitalisasi tersebut menimbulkan atas pro dan kontra atas pembangunannya disatu
sisi merugikan bagi pedagang kaki lima tapi di sisi positifnya anggaran bagi
pemerintah bertambah  serta fasilitas pada lapangan lebih berkualitas dibanding
sebelum dilakukannya revitalisasi. Implikasi dari penelitian ini adalah: (1)
Pemerintah harus meninjau terlebih dahulu tempat yang akan dijadikan tempat
relokasi untuk para pedangang melihat dari aspek strategis dan keuntungan.(2)
mensosialisasikan terhadap masyarakat mengenai keuntungan atas revitalisasi
beberapa tahun yang akan datang untuk kota masyarakat kota Makassar itu sendiri.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kota merupakan pusat kreatifitas, budaya dan perjuangan keras manusia.
Kota, selain merefleksikan vitalitas dan berbagai peluang umat manusia, juga
melambangkan kemajuan sosial dan ekonomi. Di kota, jutaan orang, bahkan milyaran
orang menikmati berbagai fasilitas umum, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan,
rekreasi, pekerjaan, pendidikan, dan berpartisipasi dalam menegakkan demokrasi kota
juga merupakan tempat pemusatan atau cabang  kekuasaan politik dan ekonomi serta
menjadi motor pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pola-pola sosial ekonomi
yang berkembang telah mengakibatkan terjadinya eksodus penduduk pedesaan secara
besar-besaran, peningkatan penduduk sepertinya terpusat diwilayah perkotaan.1
Dalam perkembangan kota-kota lebih lanjut, maka kebijaksanaan pembangunan kota
pertama-tama harus diarahkan pada “perlusan horison” bagi terselenggarakannya
kegiatan-kegiatan ekonomi penduduknya.2
Perkembangan kota di Indonesia sebagian dimulai sebagai pusat perdagangan
atau pelabuhan dan sebagian pusat pemerintahan (kerajaan-kerajaan/kadipaten-
kadipaten). Dari sana kemudian berkembang menjadi pusat-pusat budaya,
1Eko Budihardjo, Kota Dan Lingkungan Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan
Lingkungan Ekologi (Cet. I ; Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), h. 1
2Soedjono D, Segi-Segi Kota Hukum Tentang Tata Bina Kota Di Indonesia (Cet.I ;Bandung:
P.T. Karya Nusantara, 1978), h. 26
2pendidikan, kerajinan/industri sampai pada pemusatan tenaga-tenaga penjaga
keamanan (pemusatan militer/prajurit).
Kegiatan kota yang heterogen ini membentuk manusia bertemu satu sama lain
karena persamaan kegiatan/pekerjaan karena urusan kepentingan/kebutuhan. Keadaan
tersebut menciptakan suasana berlomba dan bersaing dalam pekerjaan/  kegiatan
usaha, baik terselubung atau terang-terangan dan melahirkan suasana dimana orang
tidak memedulikan siapa yang dijumpai atau ditemui, melainkan untuk apa orang
saling bertemu. Oleh karena itu, tidak pernah dipersoalkan nama, asal, di mana
tempat tinggalnya, tetapi yang dipermasalahkan adalah urusan apa, dimana, dan apa
maunya. Bahkan udangan makan di hotel atau rumah makan pun merupakan sarana
untuk kelancaran bisnis.3
Salah satunya pada Kota Makassar, Dimana kota Makassar merupakan
wilayah memiliki kawasan yang luas serta perkembangan masyarakatnya, ini yang
mengakibatkan masyarakat menjadi padat serta perkembangan kemajuan dalam hal
sosial, budaya, politik dan ekonomi. Dalam perkembangan suatu kota ini yang
mendorong masyarakatnya berbondong-bondong untuk berimigrasi ke kota melihat
kota merupakan pusat atas segala aktivitas baik sarana maupun dari segi prasarananya
yang berpusat pada kota. Atas perkembangan tersebut kota diinisialir sebagai pusat
atas segala pusat dalam beraktivitas dan berdasarkan atas perkembangannya maka
3Hasni, Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-
UUPPLH (Cet.IV; jakarta: PT raja grafindo persada,2016), h.39
3bertambah pula pembangunan bangunan guna meningkatkan prasarana kota seperti
halnya pembangunan gedung  sehingga kota dipadati dengan bangunan tersebut.
Dalam perkembangan kehidupan kota, kota bisa saja mengalami perubahan
fungsi dari suatu fungsi tertentu menjadi fungsi yang lain. Hal ini banyak terjadi pada
kota kawasan Eropa Barat pada abad pertengahan. Banyak terjadi, bahwa kota-kota
tertentu yang sekarang ada dan mempunyai fungsi sebagai pusat perdagangan pada
mulanya merupakan kota-kota yang berfungsi pusat keagamaan atau pusat
pemerintahan. Adanya perubahan-perubahan fungsi tersebut sejalan dengan majunya
fasilitas-fasilitias perkotaan yang ada, di mana kemajuan teknologi merupakan faktor
yang mempengaruhinya dengan kuat. Refleksi atas kenyataan ini terlihat dalam
bentuk makin majunya teknik di bidang komunikasi dan transportasi, pengolahan
sumber daya alam dari daerah “peripheral”-nya.4
Kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan kewajiban dan tanggung
jawab seluruh warga masyarakat, termasuk upaya menciptakan kondisi lingkungan
perkotaan yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan lingkungan perkotaan.
Peran serta pemerintah  dan  masyarakat dalam pembangunan merupakan
proses pembaharuan yang kontiniyu dan terus menerus dari satu keadaan tertentu
kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Pembangunan yang dimaksudkan
meliputi segala segi kehidupan baik politik, ekonomi, social, maupun budaya.
Pembangunan itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan
4Hadi Sabari Yunus, Klasifikasi Kota (Pusaka Pelajar,2009), h.5-6
4peran serta masyarakat di dalam melaksanakan pembangunan tersebut, pembangunan
yang dimaksudkan ialah pembangunan yang tidak merugikan masyarakat pada
intinya. Di dalam ketentuannya pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945
disebutkan bahwa
“bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”5
Dari ketentuan pasal 33 dapat dikemukakan, pertama, sumber daya alam
merupakan hak bersama seluruh rakyat, dan dalam pengertian hak bersama itu
terdapat dua hak yang diakui, yaitu hak berkelompok dan hak perorangan, kedua,
kewenangan negara terhadap sumber daya alam terbatas pada kewenangan
pengaturan. Ketiga, hubungan antara negara dengan rakyat bukan hubungan
subordinasi, tetapi hubungan yang setara sesuai denan prinsip HAM, yang berarti
menjamin apa yang menjadi hak setiap orang merupakan kewajiban bagi negara.6
Ketentuan ini merupakan ketentuan yang logis bahwa Negara Kesatuan Repoblik
Indonesia yang menganut paham hukum kesejahteraan sebab dengan dikuasainya
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tersebut oleh negara,
pemerataan atas hasil-hasil pengelolaan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam ini
akan dapat dicapai. Rumusan formulasi yang di atas dimaksudkan untuk
memantapkan strategi pembangunan yang lebih lanjut yang diterjemahkan ke dalam
5Undang-Undang Dasar  Negara Repoblik Indonesia, h. 37
6Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya (Cet.VI ; Jakarta: Sinar
Grafika, 2014), h. 20
5kegiatan nyata yang efektif dalam pelaksanaannya dengan sasaran dapat
menimbulkan respon dan kerjasama seluruh masyarakat di dalam pembangunan
dengan kegiatan  masyarakat luas.
Dalam KUHPerdata, hak kebendaan secara umum diatur dalam buku II
tentang benda, khusus untuk tanah sejak tahun 1960 tidak lagi menjadi objek hak
kebendaan yang diatur dalam buku II KUH Perdata. Hal ini dikarenakan sejak
diundangkannya Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok
agraria (UUPA) hak kebendaan atas tanah telah diatur tersendiri dan dikeluarkan dari
KUHPerdata. Dengan demikian hak kebendaan yang diatur dalam buku II
KUHPerdata tetap berlaku sampai saat ini sepanjang tidak berkaitan dengan tanah.
Pembahasan lebih lanjut tentang hak atas tanah sebagai hak kebendaan akan
didasarkan pada ketentuan yang diaturdalam UUPA.7 Berdasarkan pasal 2 dan juga
berdasarkan penjelasan umum angka 1 undang-undang pokok agraria (UUPA) itu
memberikan kekuasaan yang sangat besar dan kehendak yang amat luas kepada
negara untuk mengatur. Alokasi untuk sumber-sumber agraria. Keberadaan hak-hak
individu maupun hak kolektif (ulayat) bergabung kepada politik hukum dan
kepentingan negara. Sebagai konsekuensi dari pada hak menguasai negara yang
bertujuan untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka negara
mempunyai hak untuk membatalkan atau mengambil hak-hak atas tanah yang
7Marihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Cet.I ;Jakarta: Pt
Raja Grafindo Persada, 2003), h. 22
6dimiliki atau dikuasai oleh rakyat dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut
ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
Selanjutnya ketentuan pasal 18 UUPA menyebutkan: “untuk kepentingan
umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari
rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak
dan menuntut cara yang diatur oleh undang-undang.” Oleh itu, pencabutan atas hak
tanah itu dimungkinkan selagi memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu;
harus ada ganti rugi yang layak untuk menggantikan dengan tanah yang sesuai
ditinjau dari aspek nilai, manfaat, dan kemampuan tanah pengganti, yaitu tanah yang
dicabut untuk kepentingan umum, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.8
Di dalam pengaturan lingkungan perkotaan, elemen utama yang sangat
menonjol selain potensi dan kendala-kendala sosial, ekonomi, budaya, tanah yang
mempunyai peranan yang besar, baik dalam usaha untuk mewujudkan kondisi yang
diharapkan maupun dalam usaha penyusunan konsepsi penataan lingkungan.
Tata ruang Khusus dalam penataan ruang kota, permasalahan yag menonjol
adalah bagian penerapan konsepsi tata ruang tersebut dalam ruang tersebut dalam
pembangunan dalam hal ini, selain faktor-faktor yang sulit diukur di dalam
pembangunan. Dalam hal ini, selain faktor-faktor yang sulit diukur seperti halnya
kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada maupun yang diperlukan pada masa
datang, kegiatan pembebasan tanah serta kegiatan lain yang mengikutinya merupakan
8Umar Said Sugiharto, Dkk, Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk
Kepentingan Umum Pra Dan Pasca Reformasi (Cet.I;Malang: Setara Press, 2015), h.24
7kunci untuk menciptakan lingkungan seperti yang diharapkan pada ruang kota
sehingga apabila ditelusuri lebih lanjut, usaha untuk menata ruang kota dapat
dikatakan merupakan suatu kegiatan yang memenuhi langsung dan tidak langsung
pada masalah pertanahan. Hal yang lebih penting lagi bahwa dari segi konsepsional,
seyogyianya konsepsi penataan ruang kota adalah suatu konsepsi yang dapat
menampung seluruh kebutuhan ruang untuk pembangunan dan kegiatan masyarakat
dan selanjutnya dapat diwujudkan ke dalam bentuk-bentuk kegiatan pembangunan itu
sendiri dengan mempertimbangkan masalah ruang serta lingkungan.
Pencemaran berbagai media lingkungan, apakah itu badan air, tanah, ataupun
udara telah terjadi secara nyata, sedangkan undang-undang nomor 26 tahu 2007
penataan ruang, telah mengatur bahwa pada hakikatnya ruang terbagi kedalam dua
kategori, yaitu kawasan budi daya atau terbangun, dan kawasan lindung (alam,
konservasi) . walau telah ada peraturannya, pada kenyataannya telah terjadi degradasi
kualitas lingkungan air, udara, dan tanah hampir seluruh wilayah kota karena
lemahnya Penegakkan Hukum. Padahal telah diterangkan dalam Q.S Al-A’raf ayat
(56) bahwa:
                    
   
Terjemahnya:
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dibumi setelah (diciptakan) dengan baik.
Berdoalah kepadaa-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya
rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.
8Dalam ayat ini telah jelas menerangkan bahwa untuk kiranya tidak merusak
apa yang telah apa yang telah diciptakan oleh Allah Swt. Agar sekiranya untuk
bisa menjaga lingkungan sebagaimana mestinya serta tidak merubah fungsi dari
apa yang telah tetapkan agar tidak menimbulkan kerusakan.
Upaya konsep pelaksanaan Tata Ruang yang bijaksana adalah kunci dalam
pelaksanaan Tata Ruang agar tidak merusak lingkungan hidup, dalam konteks
penguasan negara atas dasar sumber daya alam, melekat didalam kewajiban negara
untuk melindungi, melestarikan, dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh.
Artinya aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada
umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.
Sebagaimana juga dijelaskan dalam Al-quran yaitu:
....Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum (30): 41-42
        
               
 
Terjemahnya:
...telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat)
perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalam yang benar). Katakanlah:
“adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaiaman kesudahan
orang-orang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang
mempersekutukan (Allah).
Dan pada Ayat ini pula menerangkan untuk menyuruh beribadah kepada
Allah, manusia juga diciptakan sebagai khalifah, manusia  memiliki tugas untuk
memanfaatkan, mengelola dan memlihara alam semesta, Allah telah menciptakan
9alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluknya, khususnya
manusia. Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan.
Upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan dengan menyisihkan sebagian
ruang kota, terutama di wilayah-wilayah yang rawan bencana, harus segera
dilaksanakan. Artinya ruang-ruang yang rawan tersebut bukan diproyeksikan untuk
pemukiman, seperti tepian badai (sungai , danau/dan atau laut), atau mendirikan
bangunan pada lereng yang relatif curam. Ruang untuk menampung kegiatan
konservasi   lingkungan kota harus dkaitkan dengan RTRWK dan Rencana Detail tata
ruang kota (RDTR).
Dalam hal upaya untuk mewujudkan penataan ruang kota, permasalahan
mengenai pengelolaan tanah perkotaan, selain pembebasan tanah seperti di uraikan
diatas, penyediaan tanah untuk pembangunan itu sendiri sudah merupakan suatu
permasalahan yang besar. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya, penyediaan
tanah cenderung identik dengan usaha mengubah pemilikan tanah dan penggunaan
tanah, di mana di dalam mekanisme pelaksanaannya, dituntut adanya suatu prosedur
yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Di sisi lain,
penyediaan tanah ditinjau dari segi mekanisme pasar yang ada sangat dipengaruhi
oleh prinsip “supply and demand.”
Dalam rangka penataan ruang, jangan dilepaskan bagian yang penting dari
wilayah perkotaan yaitu ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai kawasan hijau
pertamanan kota, rekreasi kota, bagian olahraga, pemakaman,pertanian, alur hijau,
dan pekarangan.
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Rencana kota adalah suatu pedoman dasar yang berisikan rumusan kebijakan
serta pedoman pengarahan yang berguna bagi pemda, termasuk pula usaha
masyarakat luas, di dalam pelaksanaan pembangunan kotanya dia masa mendatang.
Perkembangan bangunan penduduk kota dari waktu kewaktu harus selalu
diantisipasi dengan perkembangan kebutuhan penunjangnya sehinga apabila terjadi
kekeliruan dalam mengantisipasinya, akan menyebabkan ketidakseimbangan antar
kebutuhan dengan pelayanan. Hal ini akan mengakibatkan sasaran usaha penataan
ruang yang mengarah pada kurang diharapkan, maka perlu selalu berubah sesuai
dengan dinamika dari pembangunan perkotaan. Dalam usaha penataan ruang kota,
setiap perubahan yang mungkin terjadi diluar dugaan sebelumnya harus dapat
diantisipasi sehingga tata ruang yang direncanakan harus bersifat dinamis, sesuai
dengan kondisi fisik, ekonomi, dan sosiokultur masing-masing kotanya. 9
Perlu adanya pengertian dari seluruh warga penghuni kota bahwa terdapat
hubungan sangat strategis anatara pembangunan kota dan RTRWK (yang didalamnya
mengandung rencana RTH) merupakan rencana pembangunan kota-kota layak huni
(ecocities). Rencana pembangunan kota huni tersebut harus terus disebarluaskan
sehingga sebab/akibat perkembangan kota yang baik atau yang buruk dapat diketahui
seluruh warga kota serta mendapatkan respon positif pada masyarakat.
Dalam pembangunan bangunan pada wilayah kota utamanya di Kota
Makassar yang juga merupakan wilayah kota yang besar yang berpotensial apat
9Hasni, Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-
UUPPLH (Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.45
11
mengakibatkan suatu akibat salah satunya banjir. Dan dengan mengesampingkan
RTH  (Ruang Terbuka Hijau) itulah yang menjadi permasalahan pada kota-kota besar
tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi seperti halnya yang terjadi pada
kasus lapangan Karebosi yang pada kondisinya telah beralih fungsi mengakibatkan
bawah tanah lapangan Karebosi digunakan sebagai tempat atau pusat perbelanjaan
masyarakat sehingga beberapa masyarakat Makassar menggugat atas alih fungsi
tersebut  dan yang kini telah dijadikan suatu kasus untuk di kaji lebih jauh yang
pokok masalahnya dari tingkat Pengadilan sampai pada tingkat kasasi yang dalam hal
ini perlu dilihat pertimbangan dari para Hakim setiap memutuskan suatu perkaranya.
Dan jika pembangunan  yang berlebihan tanpa melihat hal-hal yang akan terjadi
nantinya, Maka banyak hal-hal yang akan dirugikan baik kerugian materil maupun
inmateril. serta oknum-oknum yang bertanggungjawab dalam hal ini membiarkan
pembangunan  terus berlangsung tanpa mempertimbangkan gejala yang akan terjadi
makanya halnya dapat dikenakan sanksi atas perbuatan bagi sang pelanggar. Pokok-
pokok seperti itulah yang harus di tangani dan harus diselesaikan sesegera mungkin.
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis
mengangkat dan mengkaji hal tersebut sebagai bahan penulisan hokum dengan judul:
Tinjauan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Terbuka Hijau Menjadi
Aktivitas Kegiatan Ekonomi  Di Kota Makassar (Study putusan Pengadilan




Rumusan masalah atau sering di istilahkan problematika merupakan bagian
yang paling penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Dengan
adanya permasalahan yang jelas, maka proses pemecahannya pun akan terarah dan
terpusat pada permasalahan tersebut.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Nomor putusan Nomor
246/PDT.G/2007/P.MKS Nomor 325/PDT/2008/PT/MKS Nomor
366/K/Pdt/2010)?
2. Bagaimana dampak atas alih fungsi  lahan terbuka hijau menjadi
aktivitas kegiatan ekonomi di kota Makassar?
C. Fokus Penelitian dan Dekskripsi Fokus
Berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis mengambil beberapa pointer
focus penelitian sebagai berikut:
1. Pengertian tinjauan hukum
Hukum adalah meninjau atas peraturan-peraturan yang bersifat
memaksa yang  menetukan tingkah laku manusia  dalam lingkungan
masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib,




Lahan ( tanah) adalah ruang daratan, meliputi permukaan bumi yang
dalam penggunaannya termasuk tubuh bumi dan air serta ruang yang
ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung
berhubungan dengan penggunaannya lahan itu.10
3. Pengertian RTH  (Ruang Terbuka Hijau)
Menurut pasal 1 butir 31 UUPR , ruang terbuka hijau adalah area
memanjang/ jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh ecara
alamiah maupun yang segaja ditanam.11
4. Pengertian aktivitas kegiatan ekonomi
Aktivitas kegiatan ekonomi adalah kegiatan seseorang atau suatu
perusahaan ataupun suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan
jasa maupun mengkomsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut.12
D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian
yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang mempunyai
10Sarwono Hardjowogeno Dan Widiatmaka, Evalusi Kesesuaian Lahan Dan Perencanaan
Tataguna Lahan ( Cet.III; Yogyakarta:Gadjah Mada University Press 2015),  h. 274
11Republik Indonesia, undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang pentaan ruang, bab I
pasal 31.
12Srikandi Rahayu, Seputar Ekonomi. Http://Seputarpengertian.Blogspot.Co.Id (18 April
2017).
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keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan maupun dari beberapa buku yang
di mana di dalamnya terdapat pandangan dari beberapa ahli.
Sarwono Hardjowigeno Dan Widiatmaka dalam bukunya yang berjudul
“evaluasi kesesuian lahan dan perencanaan tataguna lahan “ bahwasannya
pentingnya perencanaan tata guna tanah (lahan) dalam kerangka pengelolaan tanah,
tanah sebagai sumberdaya alam yang tidak terbatas dan logika dilakukannya evalusi
lahan sebelum perencanaan tataguna tanah disusun. Agar kiranya dalam melakukan
suatu pembangunan kiranya dapat melihat atas kesesuaian lahan tempat untuk
melakukan pembangunan serta dapat melihat atau menimbang segala dampak atas
dari pembangunan yang dilakukan jika tidak melihat dari tata guna perencanaan
lahan.
Hasni dalam bukunya “hukum penataan ruang dan penatagunaan tanah
dalam konteks UUPA-UUPR-UUPPLH” membahas secara khusus mengenai ruang
terbuka hijau dalam rangka penataan ruang. Hal ini bisa dikaitkan dengan wacana
ruang terbuka hijau yang sedang dicanangkan pemerintah untuk mengatasi
permasalahan degradasi lingkungan tetapi tidak hanya itu saja dalam hal ini
pemerintah kota dan daerah.
Hal ini dimaksudkan bila mana pembangunan tersebut terlaksana
pembangunan tersebut dapat merujuk atas peraturan yang telah di bentuk yakni UU
Nomor 26 tahun 2007 tentang RTH dan UU Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan
Ruang Terbuka Hijau Kasawan Perkotaan. Dan dalam hal ini pula bisa diperhatikan
atas upaya pemerintah dalam setiap pembangunan apakah aturan dan kewenangan
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yang dikeluarkan pemerintah dalam mengeluarkan izin atas alih fungsi lahan RTH
menjadi lahan kegiatan ekonomi (Ruko) apakah telah sesuai dengan aturan dan
dampak yang akan terjadi bila pembangunan terus dilakukan tanpa
mempertimbangkan dari dampak akan RTH kota itu sendiri.
Andi firmansyah dalam skripsinya yang berjudul tentang “Tinjauan Yuridis
Terhadap Pengelolaan Ruang Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2014”, membahas
tentang sistem pengelolaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) atau sistem tata ruang pada
wilayah khususnya pada wilayah  kabupaten Bulukumba.
Sedangkan di dalam tulisan penulis,  penulis melakukan penelitian mngenai
alih fungsi lahan terbuka hijau menjadi aktivitas kegiatan ekonomi di kota Makassar.
dalam hal ini pula penulis  meneliti bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus
suatu perkara yang terjadi di Karebosi dan dampak yang akan terjadi terhadap
lapangan tersebut untuk saat sekarang dan beberapa tahun kedepannya.
E. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian
1. Tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan nomor
246/PDT.G/2007/P.MKS nomor 325/PDT/2008/PT/MKS nomor
366/K/Pdt/2010).
b. Untuk mengetahui dampak atas alih fungsi RTH menjadi aktivitas kegiatan
ekonomi di Makassar.
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2. Kegunaan , hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat
sebagai:
a. Secara teoritis
1) Sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi
perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya
hukum yang mengatur tentang lahan terbuka hijau khususnya pada
perkotaan.
2) Sebagai masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pada para pembaca
atau masyarakat pada umumnya dan penulis pada khususnya.
b. Secara praktis
1) Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti.
2) Memberikan gambaran mengenai bagaimana aturan hukum menangani
permasalahan dalam hal pertimbangan hakim dalam memutus setiap
putusan perkara dan dampak atas alih fungsi lahan terbuka hijau menjadi




A. Tinjauan Umum Tentang Ruang Terbuka Hijau
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau
Berdasarkan UU no. 26 tahun 2007 dalam  pasal 1 butir 31 UUPR,
ruang terbuka hijau adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok,
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang
tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Sedangkan pengertian ruang terbuka menurut pasal 1 butir 1 peraturan
meteri dalam negeri no. 1 tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau kawasan
perkotaan , ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kabupaten atau wilayah
yang lebih luas baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk
area memanjang jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang
pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka hijau disamping perperan
membentuk struktur kabupaten fungsi , manfaat, klasifikasi, dan distribusi RTH
diwilayah perkotaan menjadi sangat penting , karena fungsi dan manfaat RTH
tidak dapat digantikan dengan unsur-unsur ruang kota lainnya karena sifatnya
yang alami.
Jadi ruang terbuka hijau merupakan suatu lahan atas atau kawasan yang
mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-proses
ekologis, seperti pengendali pencemaran udara, ameliorasi iklim, pengendali
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tata air, dan sebagainya. Unsur alami inilah yang menjadi ciri RTH diwilayah
perkotaan, baik unsur alami berupa tumbuh-tumbuhan atau vegetasi, badan air,
maupun unsur alami lainnya.
2. Fungsi Dan Tujuan Ruang Terbuka Hijau
Keberadaan RTH  di wilayah perkotaan menjadi sangat penting karena
dapat menjaga kelangsungan ekosistem perkotaan, seperti mempertahankan
sklus hidrologi dan mikroklikmat, mereduksi polusi, dan memproduksi oksigen
di udara yang bermanfaat untuk kesehatan.
Tujuan pembangunan RTH sebagai infrastuktur hijau diwilayah
perkotaan adalah menigkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang
nyaman, segar, indah dan bersih, sebagai sarana lingkungan perkotan,
menciptakan keserasian ligkungan alami dan ligkungan binaan yang berguna
untuk kepentingan masyarakat, dan menciptakan kota yang sehat, layak huni
dan berkelanjutan.1
RTH sebagai infrastruktur hijau memiliki fungsi beragam, yaitu:
a. Konservasi Tanah Dan Air
b. Ameliorasi Iklim
c. Pengendalipencemaran
d. Habitat Satwa Dan Konservasi Plsma Nutfah
e. Sarana Kesehatan Olahraga
1Nirwono joga dan ismaun, RTH 30% Resolusi Kota Hijau. https://books.google.co.id, h. 101
19
f. Sarana Rekreasi Dan Wisata
g. Sarana Pendidikan Dan Penyuluhan
h. Area Evakusi Bencana
i. Estetika .
3. Dampak Atas Tidak Ketersediaan RTH ( Ruang Terbuka Hijau)
a. Tidak terserap dan terjerapnya partikel timbal.
Kendaraan bermotor merupakan sumber utama timbal yang mencemari udara
di daerah perkotaan) (Goldmish dan Hexter, 1967; Krishnaya dan Bedi , 1986 dalam
Purnomohadi, 2002. Dperkirakan sekitar 60-70% partikel timbal di udara perkotaan
berasal dari kendaraan bermotor.
b. Tidak terserap dan terjerapnya debu semen.
Debu semen merupakan debu yang sangat berbahaya bagi kesehatan, karena
dapat mengakibatkan  penyakit sementosis. Oleh karena itu, debu semen yang
terdapat di udara bebas harus diturunkan kadarnya.
c. Tidak ternetralisirnya bahaya hujan asam.
Menurut smith (1965), pohon dapat membantu dalam mengatasi dampak
negatif hujan alam melalui proses tanaman yang disebut proses gutasi.
d. Tidak terserapnya karbon-monoksida (CO) .
e. Tidak terserapnya karbonmonoksida (CO2).
f. Tidak terendamnya kebisingan
g. Tidak tertahannya hembusan angin
h. Tidak terserap dan tertapisnya bau.
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Dan berikut beberapa contoh kasus yang ada di kota makassar atas alih fungsi
lahan tersebut:
a. Alih fungsi Lapangan karebosi
b. Lahan bumi perkemahan cadika di alih fungsikan menjadi perumahan
4. Pemberian Izin Lokasi Yang Berbasiskan Tata Ruang
Kontribusi izin lokasi sebagai instrumen tata ruang juga masih
dipertanyakan efektivitasnya. Berbagai permasalahan tata ruang seperti banjir,
kemacetan, dan lain sebagaimana masih terus berlangsung meskipun disadari
tidak sepenuhnya merupakan kesalahan dari izin lokasi. Rencana tata ruang dan
hak atas tanah diindikasikan turut berkontribusi terhadap berbagai
permasalahan tata ruang yang terjadi. Melalui kajian keterpaduan pemberian
izin lokasi dan hak atas tanah yang berbasiskan dan inventarisir berbagai
persoalan yang muncul dalam proses pelaksanaan izin lokasi untuk selanjutnya
merekomendasikan beberapa penyempurnaan terhadap prosedur ataupun
mekanisme pemberian izin lokasi dan hak atas tanah yang berbasis tata ruang.
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pada prinsipnya izin
lokasi merupakan instrumen pelaksanaan tata ruang (pembangunan) untuk
kepentingan penanaman modal. Sebelum pengajuan permohonan izin lokasi,
terlebih dahulu diperlukan persetujuan penanaman modal (izin prinsip) dari
BKPM dan instansi teknik terkait (sesuai dengan keppres No. 97 Tahun 1993).
Ditinjau dari proses formalnya, ada beberapa proses yang berlangsung
dari sistem izin lokasi di Indonesia, yaitu:
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a. Perencanaaan tata ruang tanah; izin lokasi harus sesuai dengan rencana tata ruang
yang berlaku.
b. Alokasi penggunaan tanah; merupakan detail penggunaan tanah yang lebih
spesifik.
c. Monopoli hak atas tanah; tidak ada pihak lain yang dapat memiliki dan
membangun tanah dalam area izin lokasi yang dikeluarkan.
d. Mengalihkan semua hak atas tanah yang berada dalam area izin lokasi dengan
mengeluarkan master HGB/HGU.
Bagi masyarakat yang tanahnya berada dalam lokasi izin lokasi tidak
diperbolehkan membangun tanahnya dan muncul persepsi umum bahwa tanah
mereka hanya dapat diperjualbelikan kepada pemegang izin lokasi ssaja
walaupun pada kenyataannya tidak ada peraturan pun yang mengharuskan
menjual tanah hanya kepada pemegang izin lokasi. Hal ini sering kali
dimanfaatkan oleh pihak pemegang izin lokasi/investor untuk memberi tekanan
terhadap kepemilikan tanah masyarakat.
B. Aktivitas Kegiatan Ekonomi
Aktivitas perkonomian pokok dalam kehidupan sehari-hari meliputi kegiatan
konsumsi, kegiatan produksi, dan kegiatan distribusi. Kegiatan tersebut pastinya
saling berhubungan antara yang satu  dengan yang lainnya. Di dalam kegiatan
tersebut pastinya ada pelaku ekonomi. Setiap orang di dalam memenuhi
kebutuhannya akan melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku
berbeda-beda karena setiap orang pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda pula.
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Adapun dalam pendefinisiannya, Aktivitas Kegiatan Ekonomi Merupakan
suatu lahan/tanah tempat berdirinya suatu bangunan, bangunan yang dimaksudkan
yakni suatu bangunan sebagai tempat yang didalamnya terdapat aktivitas transaksi
yang dilakukan oleh masyarakat guna menigkatkan kualitas atas suatu barang serta
mempermudah pemasaran.
Aktivitas kegiatan ekonomi adalah kegiatan seseorang atau suatu perusahaan
ataupun suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun
mengkomsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut.2 Berikut adapun macam-
macam pelaku ekonomi alam masyarakat, yaitu:
1. Rumah tangga
Rumah tangga adalah pelaku ekonomi terdiri dari ayah, ibu, anak, dan
keluarga lainnya. Rumah tangga termasuk pelaku ekonomi yang cakupan
wilayahnya paling kecil, namun walaupun rumah tangga merupakan pelaku
ekonomi terkecil rumah tangga memiliki peran penting dalam kegiatan
ekonomi. Rumah tangga terbagi tiga, yaitu:
a. Rumah tangga sebagai konsumen
Disini rumah tangga berperan sebagai pelaku yang mengomsumsi suatu
barang yang kemudian diual kepada konsumen.
2Srikandi Rahayu, Seputar Ekonomi. http://seputarpengertian.blogspot.co.id (18 April 2017).
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b. Rumah tangga sebagai produsen
Rumah tangga prousn berperan sebagai pelaku yang menghasilkan suatu
barang kemudian dijual kepada konsumen.
c. Peran rumah tangga sebagai distributor adalah menjajakan atau
mendistribusikan suatu barang kepada konsumen.
2. Masyarakat
Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan
terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat terdiri
dari kumpulan rumah tangga dalam kegiatan ekonomi masyarakat terbagi ke
dalam beberapa macam, diantaranya yaitu:
a. Masyarakat sebagai konsumen
Masyarakat konsumen adalah masyarakat yang berperan sebagai pelaku
ekonomi yang cenderung mengkomsumsi.
b. Masyarakat yang produsen
Peran masyarakat produsen yaitu memproduksi atau menghasilkan suatu
barang atau jasa untuk kemudian dijual  kembali kepada konsumen.
c. Masyarakat sebagai distributor




Perusahaan adalah unit usaha yang bertujuan menghasilkan barang-barang an
jasa. Peran perusahaan tidak hanya sebagai produsen saja akan tetapi juga
berperan sebagai konsumen dan distributor.
a. Perusahaan sebagai produsen
Perusahaan berperan sebagai penghasil barang yang berusaha
menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan
pelaku ekonomi lainnya.
b. Perusahaan sebagai konsumen
Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk
memperoleh keuntungan yang kemudian kuntungan yang lebih besar.
c. Perusahaan sebagai distributor
Perusahaan berperan sebagai distributor terjadi apabila melakukan





A. Jenis Dan Lokasi Penelitian
1. JenisPenelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah field research (penelitian lapangan).
Dilaksanakan untuk mngumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang
bersumber dari buku-buku, telaah terhadap dokumen perkara berupa putusan No.
246/PDT/2007/PN.MKS Nomor 325/PDT/2008/PT.MKS Nomor 366/K/PDT/2010
dan wawancara dengan pihak terkait.
2. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan
permasalahan dan pembahasan penulis ini, maka penulis melakukan penelitian di
wilayah kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilakukan
diberbagai tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek
yang akan diteliti seperti:
a. Pengadilan Negeri Makassar,
1) Hakim Pengadilan Negeri Makassar. atas nama Sapri,SH
b. Masyarakat disekitar lokasi penelitian yakni Lapangan Karebosi Link.
1) Pedagang kaki lima, atas nama Ibu Saodah
2) Pegawai BPN, atas nama Syaifuddin
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Adapun alasan mengapa memilih  lokasi ini dikarenakan lokasi tersebut
merupakan tempat yang dianggap mempunyai data dan informasi sesuai dengan
objek penelitian.
B. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian hukum
yuridis-empiris (applied law research), menggunakan studi kasus hukum yuridis-
empiris berupa produk perilaku hukum, pokok kajiannya adalah bagaimana
pertimbangan hakim dalam dalam Nomor putusan Nomor 246/PDT.G/2007/P.MKS
Nomor 325/PDT/2008/PT/MKS Nomor 366/K/Pdt/2010. Serta dampak atas alih
fungsi lahan terbuka hijau menjai aktivitas kgiatan  ekonomi di kota Makassar.
Dalam penelitian yuridis-normatif atau field Research membuuhkan data
primer dan sekunder:
1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
lapangan penelitian. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari putusan
hakim yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri Makassar.
2. Data Sekunder merupakan data penunjang data primer seperti peraturan
perundang-undangan serta peraturan-peraturannya.
C. Metode Pengumpulan Data
Sehubungan dengan pendekatan penelitian diatas, tehnik pengumpulan data
yang akan digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (field
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research), dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke objek penelitian
yaitu Pengadilan Negeri kota Makassar dan masyarakat sekitar Karebosi kota
Makassar. penelitian ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti:
1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab ngan pihak-pihak yang
berhubungan dengan masalah pnlitian yaitu beberapa masyarakat kota
Makassar baik yang terkait maupun  yang tidak.
2. Studi dokumen, yaitu mlakukan penelitian terkait dokumen-dokumen
yang berhubungan dengan masalah yang terjadi berupa putusan yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Makassar.
D. Instrumen penelitian
Instrumen penelitianyang dipakai untuk memperoleh data-data penelitan saat
sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan berupa wawancara serta
dokumen, yang kemudian diolah menggunakan instrumen-instrumen berupa
alat tulis-menulis, serta beberapa daftar pertanyaan untuk mngumpulakan
informasi.
E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data
Dalam penulisan ini, Teknik Pengolahan Data dilakukan dengan cara
pengelompokan, editing, serta mengklasifikasikan data yang telah diolah akan
dinalisis secara kualitatif dengan cara menjelaskan dan menguraikan dengan




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Nomor Putusan Nomor
246/PDT.G/2007/P.MKS Nomor 325/PDT/2008/PT/MKS Nomor
366/K/Pdt/2010)
Dalam kasus Wakiman dkk, yang melawan para pemerintah kota
Makassar yang melibatkan beberapa aparatur yakni dinas tata ruang yang dalam
hal ini yang memberikan izin atas penataan dan revitalisasi lapangan Karebosi,
Dewan Pertimbangan Rakyat Daerah (DPRD) dan beberapa lainnya yang terlibat
atas revitalisasi atas lapangan Karebosi yang telah tertuang pada putusan yang
telah dituangkan pada skripsi ini pada identitas para pihak.
Dalam gugatannya para penggugat bermaksud agar atas pembangunan
yang dilakukan antara pemerintah kota Makassar dengan PT.Tosan Permai Lestari
tidak dilakukan berdasar dengan alasan bahwasannya dengan pembangunan atas
revitalisasi yang dilakukan pemerintah kota Makassar dan PT Tosan Permai
Lestari akan merubah fungsi dari lapangan tersebut serta masyarakat luas
utamanya para Penggugat mengatakan atas perubahan tersebut masyarakat tidak
bisa lagi menikmati lapangan tersebut secara gratis seperti hal sebelumnya
dikarenakan telah merubah fungsi yang di dalamnya akan mengadung unsur
komersil.
Identitas Para Pihak
1. Wakiman,umur 72 tahun pekerjaan swasta, alamat Jln. Teuku Umar
no.15 Makassar
2. St Diza Rasyid Ali, umur 44 tahun, pekerjaan perancang busana,
alamat Jln Jenderal Sudirman nomor 72 Makassar
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3. Sugiono, umur 27 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat  jln Pontiku 1
lorong 14 Makassar
4. Daeng Serang, umur 72 tahun, pekerjaan pencari kerang, alamat jln.
Seroja no.84 Makassar
5. Mustari, umur 35 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jln beringin Tegal
kelurahan Kassi-kassi, Makassar;
Melawan
1. Negara Repoblik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq. Presiden Repoblik
Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Sulawasi Selatan Cq. Pemerintah
Kota Makassar, berkantor di jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar,
selanjutnya disebut sebagai .........TERGUGAT I;
2. Negara Repoblik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq. Presiden Repoblik
Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Sulawasi Selatan Cq. Pemerintah
Kota Makassar, berkantor di jalan Urip Sumoharjo No.269 Makassar,
selanjutnya disebut sebagai .........TERGUGAT II;
3. Negara repoblik indonesia Cq. Pemerintah RI Cq. Presiden Repoblik
Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Sulawasi Selatan Cq. Pemerintah
Kota Makassar, berkantor di jalan Urip Sumoharjo No. 8 Makassar,
selanjutnya disebut sebagai........TERGUGAT III;
4. Negara repoblik indonesia Cq. Pemerintah RI Cq. Presiden Repoblik
Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Sulawasi selatan Cq. Pemerintah
Kota Makassar, Bappedalda kota Makassar , berkantor di jalan Urip
Sumoharjo No. 8 Makassar, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT IV;
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5. Dewan Pertimbangan Rakyat Daerah DPRD Kota Makassar berkantor
di jalan. Andi Pangeran Pettarani Makassar, selanjutnya
disebut.......TERGUGAT V;
6. Direktur utama PT TOSAN PERMAI LESTARI, berkantor dijalan.
Cokrominoto No, 3B Makassar, selanjutnya disebut
sebagai......TERGUGAT VI;
Posisi Kasus
1. Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember
2007, yang telah diterima dan didaftar pada kepanitraan dibawah
register No. 246/PDT.2007 /PN.MKS telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:
Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini
adalah sebagai berikut:
1. Bahwa para Penggugat adalah warga Negara Repoblik Indonesia
seperti halnya warga Negara kota Makassar yang selama ini
menggunakan Karebosi sebagai fasiitas umum, yang berhak atas
kepastian hukum yang dijamin dalam kosultasi Negara Repoblik
Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Adanya
revitalisasi lapangan Karebosi mengakibatkan hak-hak atas sebagai
warga Negara kota Makassar lainnya mendapatkan ketidakpastian
hukum;
2. Bahwa para Penggugat Indonesia adalah warga Negara Indonesia
Repoblik Indonesia yang berhak atas pemenuhan hak asasi manusia
yang dijamin oleh Negara Repoblik Indonesia tanpa diskriminasi.
31
Sebagai warga Negara Repoblik Indonesia, para penggugat juga
dijamin perlindungan dan 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
yang berbunyi:
“Negara Repoblik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi
manusia dan kebebasan  dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati
melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus melindungi,
dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan,
kesejahteraan, kebahagian, dan kecerdasan serta keadilan.”
3. Bahwa sebagai warga Negara Repoblik Indonesia, para Penggugat
memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan
dan menjamin kepentingan sebagai warga Negara, seperti tercantum
dalam pasal 28 D ayat (1) undang-undang dasar 1945: “setiap orang
berhak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum yang adil Serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum”
4. Bahwa selajutnya diketahui Tertugat I,II,III,IV dan V sebagai
penyelenggara Negara Repoblik Indonesia adalah pengemban amanat
pembukaan UUD1945 tersebut diatas untuk melindungi, memajukan,
menegakkan, dan menajamin pemenuhan hak asasi setiap warga
Negara Repoblik Indonesia, termasuk para Penggugat. Hal ini adalah
sesuai dengan:
a. Pasal 28 I ayat (4) perubahan kedua UUD 1945, “perlindungan, pemajuan,
penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab
Negara, terutama Pemerintah”.
b. Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, “perlindungan,
pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung
jawab Negara, terutama Pemerintah”.
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c. Pasal 71 UU No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati melindungi
menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-
undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional
tentang hal asasi manusia yang diterima oleh Negara Repoblik Indonesia”.
5. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, para Penggugat berhak
untuk melakukan upaya-upaya hukum mengenai jaminan pemenuhan
hak asasi manusia setiap Warga Negara Indonesia hal ini sesuai
dengan ketentuan :
a. Pasal 100 UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
“setiap orang kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga
swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak
berpartisipasi dalam perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi
manusia.”
b. Pasal 7 ayat (1) UU No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
“setiap orang berhak menggunakan semua upaya hukum nasional [...]atas
semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia
dan hukum Internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima
Negara Repoblik Indonesia.”
c. Bahwa para Penggugat sebagai warga Negara yang mempunyai hak atas
keadilan (acces to justice) sangat berdasar hukum yang mengajukan gugatan
terhadap para tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-undang
No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan:
“setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan
dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara
pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan
yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin
pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk
memperoleh putusan yang adil dan benar.”
d. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan Citien Law Suit oleh karena
gugatan tersebut diakui oleh ketentuan hukum yangt berlaku sebagaimana
diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang ketentuan-
ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dimana dinyatakan bahwa:
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“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas,
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
e. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun
2004 tentang perubahan Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan
pokok kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa: “Hakim sebagai penegak
hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai
hidup didalam masyarakat”.
f. Bahwa dasar hukum yang diajukannya gugatan aquo, mohon
dipertimbangkan pula peraturan-peraturan di bawah ini, dimana pengadilan
memiliki asas-asas yang harus diperhatikan:
1) Pasal 4 ayat (2) UU No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman
Yang berbunyi “pengadilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan
biaya ringan”.
2) Pasal 5 ayat (2) UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman
yang berbunyi:
“ pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,
cepat, dan biaya ringan”.
g. Bahwa Penduduk Makassar jumlahnya sangat besar yakni melebihi 1,5 juta
jiwa dan bila masing-masing secara langsung mengajukan gugatan warga
Negara Repoblik Indonesia akibat revitalisasi Lapangan Karebosi, maka
pengajuan gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepat dan biaya murah
sebagaimana menajdi asas dalam pasal 4 (2) jo pasal 5 (2a) UU No. 4 tahun
2004 diatas;
h. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat yang memiliki
kepentingan dan kependudukan hukum dalam mengajukan gugatan warga
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Negara Repoblik Indonesia dalam mekanisme gugatan warga Negara
terhadap penyelenggara Negara (citizen law suit) merupakan upaya terobosan
hukum untuk mengatasi kesulitan teknis lembaga peradilan dalam upaya
penegakan keadilan dan kebenaran bagi seluruh warga Negara kota Makassar;
i. Bahwa hak mengajukan gugatan melalui mekanisme citizen law suit (CLS)
atau action popularis telah diakui dalam praktik hukum di Indonesia. Hal ini
antara lain dapat dilihat dari beberapa gugatan citizen law suit yang pernah
dilakukan antara lain :
1) Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta pusat telah
mengeluarkan putusan sela dalam perkara citizen law suit buruh
migran nomor perkara No.28/Pdt.G/2003/PN.jkt.pusat oleh majelis
Hakim Andi Samsam Nganro, SH (ketua majelis hukum H. Iskandar
Tjakke, SH dan Ny. Effendy Lotulung, SH (anggota majelis).
2) Bahwa dengan mengacu pada landasan yuridis, filosofis dan moral
dalam rangka system dan dotrin hukum, maka majelis Hakim
berpendapat bahwa dalam instrumen Citizen Law Suit atau action
popolaris, hak mengajukan gugatan bagi warga Negara atas nama
kepentingan publik adalah tidak harus orang yang mengalami
kerugian secara langsung dan juga tidak memerlukan surat kuasa
khusus dari anggota masyarakat yang diwakili.
3) Bahwa majelis Hakim menyadari, setiap warga negara tanpa kecuali
mempunyai hak membela kepentingan umum, dengan demikian setiap
warga negara atas nama kepentigan umum, dengan demikian setiap
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warga negara atas nama kepentingan umum (o bebalf on the public
interest) dapat menggugat Negara atau pemerintah atau siapa saja pun
yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang nyata-nyata
merugikan kepentingan public dan kesejahteraan luas (probono
public), hal ini pun sesuai dengan hak asasi manusia mengenai acces
to justice yaitu akses untuk mendapatkan keadilan apabila Negara
diam atau tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga
Negaranya;
j. Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap terobosan hukum praktek hukum
yang pernah dilakukan, maka pengajuan gugatan citizen law suit a quo sudah
sepatutnya dapat diterima dapat diterima melalui mekanisme penetapan
majelis Hakim terlebih dahulu.
k. Bahwa berdasarkan alasan dan ketentuan hukum tersebut diatas, maka
jelaslah para penggugat mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan
hukum sebagai pihak yang dirugikan atas revitalisasi lapangan Karebosi
sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama No.
426.23/23/026/S.PERJA/Ekbang dan No. 074/TPL/X/2007 oleh tergugat I
dengan tergugat VI tentang bangun guna serah dalam rangka revitalisasi
lapangan Karebosi tertanggal 11 Oktober 2007 yang telah merubah fungsi
lapangan Karebosi sebagai fasilitas umum dengan ini mengajukan gugatan
warga negara (Citizen Law Suit) terhadap  penyelenggaraan negara dalam
atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap para penggugat;
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Pertimbangan Hakim
Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan sejak dilakukan
revitalisasi lapangan karebosi hingga selesai nantinya para Penggugat dan warga
kota Makassar lainnya telah kehilangan haknya menggunakan lapangan Karebosi
sebagai fasilitas publik antara lain :
a. Bahwa para Penggugat dan warga kota Makassar lainnya tidak bisa lagi
menikmatinya lapangan Karebosi sebagai sarana olahraga  setiap saat secara
bebas dan gratis.
b. Bahwa para Penggugat dan masyarakat lainnya yang berprofesi sebagai
pedagang kaki lima (PKL) akan kehilangan mata pencaharian atau setidak-
tidaknya kehilangan tempat untuk pedagang.
c. Bahwa dengan revitalisasi lapangan Karebosi telah berubah fungsi lapangan
Karebosi dan fungsi semula sebagai tata hijau dan resapan air menjadi fungsi
komersial dengan pertokoan bawah tanah seluas 60 % dan lahan parkir 40 %
sebagaimana tertuang dalam perjanjian Bangun guna serah antara Tergugat I
dengan Tergugat VI;
d. Bahwa revitalisasi apangan Karebosi dilakukan tanpa analisa mengenai
dampak lingkungan (AMDAL), UP/UKL dan AMDAL  lalau lintas dan juga
tidak memilki izin mendirikan bangunan (IMB);
Sehingga para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang
berakibat hilangnya hak para Penggugat dan masyarakat lainnya terhadap
lapangan Karebosi yaitu karena pelanggaran :
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Tergugat I tidak mempunyai hak atas tanah lapangan Karebosi, karena
tanah lapangan Karebosi belum mejadi milik Daerah pemerintah kota Makassar.
a. Revitalisasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat VI berdasarkan
perjanjian bangun Guna serah telah menyalahi peraturan pemerintah No.6
tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara.
b. Perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat VI dalam bentuk
bangun guna serah telah menyalahi Permendagri No. 17 tahun 2007 yaitu
pasal 21 ayat 1.
c. Bahwa tindakan Tergugat I dengan melakukan perjanjian guna serah
dilakukan  langsung dengan Tergugat VI tanpa melalui proses tender atau
lelang, fakta ini bertentangan dengan pasal 41 Pemendagri No.17 tahun 2007.
d. Bahwa para Penggugat berkesimpulan bahwa pelanggaran yng dilakukan para
Tergugat terhadap peraturan perundang-undangan tersebut para Tergugat
diindifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur
dalam pasal 1365 KUHPerdata.
Bahwa para Penggugat dalil pokok gugatan para Penggugat para
Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban yang berisikan pada
pokoknya :
Jawaban Tegugat I, III dan IV.
a. Bahwa pada prinsipnya Revitalisasi lapangan Karebosi yang dilakukan oleh
Tegugat I dengan Tergugat VI tetap mempertahankan lapangan Karebosi
berfungsi sebagai fasilitas umum dan digunakan untuk kepentigan umum.
b. Bahwa lapangan Karebosi di revitalisasi dengan tujuan :
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1) Menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah
daerah kota Makassar.
2) Peningkatan infrasturktur pelayanan umum.
3) Peningkatan pendapatan daerah.
c. Bahwa revitalisasi yang dilakukan oleh tergugat juga mendapat dukungan
dari masyarakat kota Makassar.
d. Bahwa revitalisasi lapangan Karebosi dilakukan dengan dasar-dasar hukum
yang kuat seperti yang diuraian secara mendetail didalam jawaban Tergugat
I,III,IV.
Jawaban Tergugat VI.
a. Bahwa revitatslisasi lapangan Karebosi dilakukan oleh Tergugat VI
berdasarkan perjanjian kerjasama No.426.23/026/S.PERJA/EKBANG.
No.074/TPL/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 anatara PT.Tosan Permai
Lestari (Tergugat VI) dengan Tergugat I tidak merubah fungsi lapangan
Karebosi sebagai fasilitas umum tapi adalah mengoptimalkan fungsi lapangan
Karebosi.
b. Bahwa tergugat VI terlibat dalam revitalisasi lapangan Karebosi didasarkan
kepada :
1) Mengikuti tender investasi beserta syarat-syaratnya, sesuai
pengumuman Tender Investasi Ke.I No : 01/ Pan-Inv/IV/2007.
Tanggal 18 April 2007. Dan mengikutinya Tender investasi beserta
syarat-syarat beserta syarat-syaratnya sesuai pengumuman Tender
Investasi  Ke.II No.02/Pan-Inv/IV/2007.  Tanggal 02 Mei 2007. In
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casu sesuai dengan keputusan walikota Makassar Nomor
282/Kep/651.1.05/2007. Tanggal 27 Maret 2007. Tentang
pembentukan panitia Tender Revitalisasi Lapangan Karebosi.
2) Berdasarkan keputusan walikota Makassar Nomor :
686/kep/050/2007. Tanggal 7 Agustus 2007 tentang penetapan PT.
Tosan Permai Lestari sebagai pemenang tender Revitalisasi lapangan
Karebosi kota Makassar.
3) Berdasarkan surat Walikota Makassar Nomor : 426.23/77/Ekbang.
Tanggal 8 Agustus 2007. Perihal : pengkajian/Evaluasi investasi
revitalisasi lapangan Karebosi. Di tujukan kepada ketua tim perumus
perhitungan kontribusi revitalisasi lapangan Karebosi.
4) Melakukan dan menandatangani surat perjanjian kerjasama no :
424.23/026/S.Perja/Ekbang dan no: 074/TPL/X/2007. Tanggal 11
Oktober 2007 antara pemerintah kota Makassar dengan PT Tosan
Permai Lestari tentang revitalisasi lapangan Karebosi.
5) Berdasarkan keputusan Walikota Makassar :831/Kep .23/2007.
Tanggal 11 oktober 2007. Tentang penyerahan lokasi pelaksanaan
revitalisasi lapangan Karebosi kota Makassar.
6) Berdasarkan keputusan kepala dinas tata bangunan kota Makassar no:
506/2615/IMB/KPAP/2007.  Tanggal 26 oktober 2007. Tentang izin
mendirikan bangun revitalisasi lapangan karebosi kota Makassar.
7) Berdasarkan keputusan kepada dinas pengelolaan lingkungan hidup
dan keindahan kota Makassar nomor :669/032/DPLHK/I/2008 tanggal
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21 Januari 2008 tentang kelayakan lingkungan hidup rencana
revitalisasi lapangan Karebosi.
Jawaban Tergugat II.
Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum,
karena Tergugat II tidak pernah campur tangan dalam sengketa.
Jawaban Tergugat V
a. Bahwa komisi dalam sistem kerja DPRD Kota Makassar adalah salah satu
organ dalam organisasi teknis DPRD, yang mempunyai kewenangan
tersendiri, baik kewenangan yang bersifat an sieht dari rapat paripurna
maupun kawenangan yang berhubungan dengan pimpinan DPRD. Yang pasti
komisi DPRD tidak mempunyai hubungan langsung dengan sidang paripurna
DPRD kota Makassar. Oleh karena itu, rekomendasi yang dikeluarkan adalah
bersifat pendapat yang oleh  komisi yang berhubungan langsung dengan
bidang yang dimintakan  pendapat pada komisi yang bersangkutan. Pendapat
suatu komisi diberikan melalui pimpinan DPRD dan tidak membutuhkan
persetujuan Rapat paripurna, karena hal itu tidak sesuai dengan tata tertib dan
tidak sesuai dengan mekanisme kerja DPRD kota Makassar.
b. Bahwa Penggugat harus memahami substansi suatu rekomendasi  untuk
melaksanakan program atau usaha dan /atau kegiatan sepanjang tidak
melanggar hukum. Dalam hal suatu program kera atau usaha dan atau
kegiatan yang dimintakan rekomendasi, jika kemudian melanggar perundang-
undangan, maka hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan pada DPRD,
tetapi mutlak menjadi tanggung jawab yang meminta rekomendasi.
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Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan para Penggugat dan jawaban
para Tergugat dua sisi pangang yang berbeda antara mereka yang menjadi pokok
dalam perkara a quo yakni :
a. Bahwa para penggugat berpandangan/berpendapat bahwa revitalisasi
lapangan Karebosi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat VI telah
merubah fungsi lapangan Karebosi dari fasilitas umum dan untuk
kepentingan umum yang selama ini di nikmati oleh para Penggugat dan
masyarakat  lainnya secara gratis merubah menjadi komersial dan untuk
revitalisasi tersebut para Tergugat telah melakukan pelanggaran Undang-
undang yang disimpulkan oleh para Penggugat sebagai perbuatan melawan
hukum;
b. Bahwa Tergugat berpandangan/berpendapat bahwa revitalisasi lapangan
Karebosi tidak merubah fungsi lapangan Karebosi sebagai fasilitas umum dan
untuk kepentingan, dan malahan revitalisasi lapangan Karebosi di tujukan
untuk;
c. Untuk menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah
Kota Makassar.
a. Peningkatan infrastruktur pelayanan masyarakat umum.
b. Peningkatan pendapatan asli daerah.
Menimbang, bahwa terhadap dua sisi pandang tersebut, majelis Hakim
berpendapat bahwa yang perlu dibuktikan yang masuk matri karaktristik gugatan
Citizen Law Suit yaitu apakah  revitalisasi lapangan Karebosi yang dilakukan oleh
Tergugat I dan Tergugat VI telah merubah fungsi lapangan Karebosi dan lapangan
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Karebosi dari fasilitas  umum dan digunakan untuk kepentingan umum, oleh
masyarakat banyak termasuk para Penggugat menjadi komersial;
Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok perkara diatas yang perlu di
pertimbangkan adalah bukti-bukti yang dari para Penggugat dan para Tergugat
yang relevan dengan revitalisasi lapangan Karebosi;
Menimbang, bahwa dasar pengerjaan Revitalisasi lapangan Karebosi
adalah perjanjian kerjasama Tergugat I dengan Tergugat VI, oleh para Penggugat
diserahkan foto copy surat bukti tanpa dilihatkan aslinya yaitu perjanjian
kerjasama tentang bangun guna serah dalam rangka revitalisasi lapangan Karebosi
antara Tergugat I dengan Tergugat VI (P1), oleh Tergugat 1,111, dan V
diserahkan dengan memperlihatkan aslinya (TI,III,V,35);
Menimbang, bahwa kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat VI  berisi
antara lain :
a. Untuk mendukung Visi dan Misi kota Makassar sebagai kota niaga serta guna
kepentingan peningkatan pelayanan umum, PIHAK PERTAMA perlu
melakukan penataan pada beberapa kawasan perekonomian dalam kota
Makassar antara lain pada kawasan lapangan Karebosi dan sekitarnya yaitu
dengan merevitalisasi lapangan Karebosi dan sekitarnya yaitu dengan
merevitalisasi lapangan karebosi serta membangun sarana dan prasarana
pelengkapnya dengan mengacu pada gambar Desain yang dibuat oleh lintas
cipta Desain selaku pemenang pertama lomba sayembara desain lapangan
Karebosi yang dilakukan oleh PIHAK PRTAMA;
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b. Revitalisasi lapangan Karebosi sebagaimana dimaksud huruf (A) diatas, akan
dilaksanakan dan dibiayai oleh PIHAK KEDUA selaku investor/pemenang
tender pelaksanaan revitalisasi lapangan Karebosi dengan pola bangun guna
serah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah
mendapat dukungan dari Dewan Perwalikan Rakyat Daerah kota Makassar
melalui surat nomor 29/172/DPRD/2007 tanggal 11 Mei 2007 perihal tindak
lanjut laporan hasil rapat kerja C bidang. Pembangunan DPRD kota
Makassar;
Pasal 2
Maksud dan Tujuan :
Maksud perjanjian kerjasama ini adalah  optimalisasi pemanfaatan barang
milik daerah yang dalam hal ini lapangan Karebosi yang direvitalisasikan dengan
tujuan :
a. Menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah daerah
kota Makassar;
b. Pelayanan infrastruktir pelayanan umum;
c. Peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar;
Pasal 4 Ayat 3 :
Pihak Pertama memberi hak kepada PIHAK KEDUA untuk mengelola
dan menggunakan usahakan dengan pola Bangun Guna Serah (BGS) serta
memberi hak kepada PIHAK KEDUA untuk mengalihkan/menjalin/
menggunakan hak atas bangunan yang izin mendirikan Bangunan (IMB) atas
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nama pemerintah kota Makassar pada sebagian area permukaan lapangan
Karebosi dan seluruh area bawah tanah lapangan sebagai beriikut :
a. Pada area permukaan lapangan Karebosi elevasi + 0.40 sesuai Gambar
rencana tata Karebosi letak /blok plan yang telah disahkan oleh PIHAK
PERTAMA (lampiran kerjasama ini), yang digunakan untuk :
1) Parkir kendaraan roda dua sisi jalan. Jenderal Sudirman
2) Parkir kendaraan roda empat sisi Gat Angin Mamiri.
3) Pujasera sisi jalan. Jalan Sudirman.
4) Escalator pada main gate.
5) Area Mekanikal lektrikal (ME) sekitar pohon beringin.
6) Ruang bilas dan locker olahragawan.
b. Area dibawah lapangan Karebosi (ruang bawah tanah) dengan elevasi-1.950
sesuai dengan gambar rencana tata ruang letak/blok plan yang telah disahkan
oleh PIHAK PERTAMA (lapiran IV perjanjian kerjasama ini), yang
digunakan untuk :
1) Area parkir mobil;
2) Area sirkulasi angkutan kota;
3) Area perekonomian/kios lavatori;
4) Mushallah;
5) Terowongan/Tunnel (under pass) jalan. Ahmad Yani serta area
perekonomian/kios yang menghubungkan area perekonomian




Jangka waktu pengelolaan/penggunausahaan dengan pola bangun guna
serah (BGS) atas area dimaksud pasal 4 ayat (2) dan (3) adalah selama 30 tahun
sesuai dengan angka waktu sertifikat hak guna Bangunan  (HGB) atas nama
PIHAK KEDUA yang terbit pada objek dimaksud pasal 3
Pasal 6
Pembiayaan:
Seluruh biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan
penyusunan perjanjian ini, konsultan perencanaan, konsultan pengawas dan
pelaksanaan revitalisasi lapangan karebosi menjadi beban dan tanggung jawab
PIHAK KEDUA, termasuk pengurusan kelengkapan administrasi sebagaimana
dimaksud pasal 4 ayat (4) termasuk biaya izin mendirikan bangunan (IMB);
Menimbang, bahwa sarana dan fasilitas yang disediakan diatas permukaan
tanah lapangan Karebosi yaitu :
a. Panggung upacara/tribun.
b. Area senam dan skaterboard, termasuk sebagai helipad.
c. Lapangan futsal.










m. Jalur lambat ke entrance sudirman
n. Jalur lambat ke Entrance A. Yani.
Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara hak yang diberikan oleh
Tergugat I kepada Tergugat VI seperti diatur didalam ketentuan pasal 4 ayat 2 dan
3 maka fasilitas umum yang ada diatas permukaan tanah lapangan Karebosi No.1-
10  tidak termasuk didalam ketentuan pasal 4 ayat 2 dan 3, sehingga terhadap
fasilitas umum tersebut masyarakat termasuk para penggugat dapat menikmatinya
seperti semula dan bahkan telah memiliki fasilitas olahraga lebih berkualitas dari
sebelumnya;
Menimbang, bahwa jika majelis Hakim memberikan penilaian terhadap isi
perjanjian tersebut, maka terdapat keadaan setelah revitalisasi lapangan Karebosi
yaitu :
a. Bahwa jika tidak terdapat perbedaan terhadap fasilitas umum dan fasilitas
olahraga yang selama ini dinikmati oleh masyarakat kota Makasar termasuk
para Penggugat, bahkan terdapat peningkatan nilai kualitas yang dapat
dinikmati oleh masyarakat dan para penggugat;
b. Bahwa pengelolaan terhadap fasilitas ekonomi yang terdapat dibawah tanah
dan hak lain yang diberikan oleh TI dan TVI dalam jangka 30 tahun, ini
adalah layak dan pantas diterima oleh tergugat VI atas biaya yang ditanggung
oleh tergugat VI untuk mengerjakan revitalisasi tersebut;
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c. Bahwa pembangunan revitalisasi lapangan Karebosi telah dilengkapi dengan
IMB dan analisa mengenai dampak lingkungan dan melalui perencanaan yang
dilakukan oleh ahlinya seperti dibuktikan oleh para tergugat melalui surat-
surat buktinya dan pendapat dari ahli yang menerangkan dipersidangan;
d. Bahwa lapangan Karebosi dengan pola perjanjian kerjasama bangun guna
serah dapat dibenarkan oleh ketentuan sebagai berikut :
1) Pasal 29 ayat (1) PP No.6 tahun 2006 tentang penglolaan barang milik
negara/Daerah: “jangka waktu bangun serah dan bangun serah guna
paling lama tiga puluh tahun sejak peranjian ditandantangani”
2) Pasal 1 angka 12 PPNo. 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang
milik negara/Daerah :
“bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa
tanah pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali
tanah beserta bangunan atau sarana berikut setelah berakhirnya jangka
waktu”
Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat dalam melaksanakan
revitalisasi terhadap lapangan karebosi telah dilaksanakan sesuai peraturan
perundamg-undangan karenanya bukanlah sebagai suatu perbuatan melawan
hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas majelis Hakim berpendapat
bahwa para tergugat terutama tergugat I,III, IV, danVI dapat membuktikan
bahwa lapangan Karebosi bahwa tidak beralih fungsi dengan adanya revitalisasi
dari fasilitas umum menjadi komersial seperti yang didalilkan oleh para
penggugat dan oleh karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak seluruhnya;
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Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok para Penggugat ditolak,
maka tuntutan provinsi para Penggugat juga ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat itulah maka para
Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
Memperhatikan dari pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan.
Isi putusan
Berdasarkan atas pertimbangan Hakim atas putusan di tingkat pertama atas
pertimbangan musyawarah oleh para Hakim bahwasannya pada perkara tersebut
tidak dapat dikabulkan berdasarkan atas pertimbangan Hakim dimana dalam
pertimbangannya atas revitalisasi yang dilakukan para tergugat tiak menimbulkan
kerugian dimana sekiranya lapangan Karebosi masih bisa dinikmati oleh
masyarakat luas bahkan atas revitalisasi tersebut lapangan Karebosi semakin
berkualitas dari sebelumnya. Serta dalam revitalisasi yang dilakukan oleh pihak
Tergugat demikian dilengkapi atas  IMB dan analisa atas dampak lingkungan dan
serta perencanaan yang dilakukan oleh ahlinya seperti yang telah dibuktikan oleh
para Tergugat berdasarkan atas surat bukti-bukti yang serta pendapat dari ahli
yang merangkan pada dipersidangan dan atas revitalisasi tersebut pihak Tergugat
dianggap melakukan revitalisasi berdasarkan atas Undang-unang oleh karenanya
dianggap bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.
a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
b. Menyatakan menurut hukum para Penggugat adalah warga Negara Indonesia
yang berdomisili di kota Makassar;
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c. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat memiliki kapasitas
hukum untuk mengajukan gugatan kepada para Tergugat;
d. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
e. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1. 109.000;- (Satu Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah);
Putusan nomor :325/PT/2008/PT.MKS
Oleh karena dalam putusan Penggugat pada Pengadilan Negeri menolak
gugatan para Penggugat maka para Penggugat melakukan banding pada putusan
tersebut.
a. Pertimbangan Hakim
Menimbang, bahwa permohonan banding dari para
Penggugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka
permohonan banding tersebut dapat diterima;
Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan banding, dan
setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati secara  saksama, ternyata
hanya pengulangan saja sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu
dipertimbangkan, oleh karena itu memori banding para Penggugat /Pembanding
harus dikesampingkan;
Menimbang , bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum oleh majelis
Hakim tingkat pertama baik dalam provinsi-eksepsi maupun dalam pokok perkara
sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan, namun perlu
dipertimbangkannya;
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Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 122
yang menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya bertentangan dengan
amar putusan dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan penggugat untuk
sebagian, oleh sebab itu pertimbangan sebagaimana uraikan dalam halaman 112
perlu diperbaiki;
Menimbang bahwa para tergugat tidak memberikan bantahan tentang
identitas para penggugat selaku warga negara Indonesia yang berdomisili di
Makassar;
Menimbang, bahwa para penggugat selaku warga negara Indonesia yang
bertempat tinggal di Makassar telah dewasa dan memilki sikap perduli tentang
perubahan dan pembangunan atas lapangan Karebosi;
Menimbang, bahwa warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di
Makassar berhak untuk menyatakan suatu keberatan terhadap perubahan yang
dilakukan atas lapangan Karebosi Makassar;
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka
petitum pada angka 4 dan angka 5 dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum majlis Hakim tingkat
pertama tentang petitum lainnya sudah tepat dan benar, oleh sebab itu diambil alih
dan dijadikan alasan dan pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Tinggi
untuk memutus perkara ini pada tingkat banding;
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka
putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor : 246/PDT.G/2007/PN.MKS. tanggal
09 Juni 2008 harus dikuatkan;
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Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat/pembanding dinyatakan
kalah, beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara baik dalam tingkat
pertama maupun tingkat banding.
Memperhatikan akan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan perkara ini;
b. Putusan Hakim
Berdasarkan atas pertimbangan para Hakim pada tingkat pengadilan
tingkat pertama maka atas pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan dan
atas musyawarah oleh para Hakim pada tingkat banding mnyatakan bahwa
putusan pada tingkat pertama tepat dan benar sehingga diambil alih untuk
dijadikan alasan dan pertimbangan para majelis Hakim di tingkat banding. Atas
putusan tersebut gugatan para Penggugat pada tingkat banding ini dinyatakan
kalah. Oleh karenanya para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara
pada tingkat banding ini.
1) Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding;
2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 09 Juni
2008 Nomor :246/PT.G/2007/PN.MKS;
3) Menghukum para pengugat/pembanding untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 64.000,-(Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
Putusan Pengadilan Nomor 366/K/PDT/2010
Dikarenakan kalah pada tingkat selanjutnya yakni tingkat Pengadilan
Tinggi maka para Penggugat masih tetap kekeh atas putusannya untuk tetap
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menggugat para Tergugat. oleh karenannya pihak Penggugat
melakukan/menaikkannya pada tingkat kasasi.
a. Pertimbangan Hakim
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para
pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan
Tinggi Makassar dengan putusan No. 325/PDT/2008/PT.MKS. tanggal 09 Januari
2009;
Menimbang bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
para Penggugat pada tanggal 20 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh para
Penggugat (dengan perantara kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07
Desember 2007)  diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Maret
2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.
246/Srt.Pdt.G/PN.MKS. yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Makassar,
permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang
diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 maret 2009;
Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/ para terbanding /para termohon
kasasi yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori
kasasi dari para Penggugat/para terbanding /para pmohon kasasi diajukan jawaban
memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada
tanggal 1 April 2009;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam
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tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka
oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para pemohon kasasi
/ para penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
Keberatan pertama :
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar sebagaimana
dalam putusan halaman 5 sebagai berikut :
“menimbang bahwa para Penggugat telah mengajukan memori banding dan
setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati secara saksama,
ternyata hanya pengulangan saja sehingga  tidak ada hal-hal yang baru yang
perlu dipertimbangkan, oleh karena itu memori banding para
Penggugat/Pembanding harus dikesampingkan”;
Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan pertimbangan
(onvoldoende gemotiveerd) oleh karena keliru dalam menerapkan hukum,
sebagaimana diuraikan dalam keberatan-keberatan di bawah ini :
1) Bahwa judex facti Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak
memberikan pertimbangan yang cukup terhadap keberatan-keberatan
pemohon kasasi dalam memori bandingnya dengan hanya
mempertimbangkan bahwa keberatan-keberatan pemohon kasasi
sebagai pengulangan dan tidak ada yang perlu dipertimbangkan adalah
merupakan putusan yang keliru dan tidak menerapkan hukum secara
sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku ;
2) Bahwa keberatan pemohon kasasi adalah sangat berdasar hukum dan
sesuai dengan prinsip menurut peraturan perundang-undangan hukum
acara yang berlaku, oleh karena keberatan hal tentang adanya
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para termohon kasasi
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yang menjadi dasar untuk mngajukan guguatan kepada Pengadilan
Negeri Makassar ;
3) Bahwa alasan termohon kasasi tentang adanya perbuatan melawan
hukum didasarkan pada terjadinya pengalihan fungsi lapangan
Karebosi dari fasilitas umum/publik  menjadi  fasilitas komersil.
Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Makassar kurang ukup
mempertimbangkan dan keliru dalam penerapkan ketentuan hukum
tentang perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sebagaimana
diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Bahwa dalam pasal 1365
KUHPerdata menegaskan bahwa : “tiap perbuatan melanggar hukum
yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang
yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut” ;
Alasan Hukum
1) Bahwa berdasarkan pada perjanjian kerjasama/MOU No.
426.23/026/S.PERJA /EKBANG No. 074/TPL/X/2007tentang bangun
guna serah dalam rangka revitalisasi lapangan Karebosi antara
Termohon I dengan Termohon VI sebagai sebuah privat handeling
merupakan perbuatan melawan hukum dengan adanya pengalihan
fungsi menjadi fasilitas komersil. Tapi oleh majelis Hakim Banding
tingkat Tinggi Makassar tidak dipertimbangkan sebagai sebuah
perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) atau setidak-tidaknya
diuji keabsahannya ;
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2) Bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan baik bukti tertulis dan
keterangan saksi-saksi adalah menunjukkan adanya perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh para pemohon kasasi perkara a
qou. Fakta-fakta hukum ini oleh majelis Hakim pertama tingkat
Pengadilan Negeri Makassar dan maelis Hakim Banding pengadilan
Tinggi Makassar tidak dipetimbangkan  ;
Keberatan Kedua.
Bahwa pertimbangan hukum pengadilan Tinggi Makassar sebagaimana
dalam putusan halaman 6 sebagai berikut :
“menimbang bahwa alasan dan pertimbangan hukum majlis Hakim tingkat
pertama tentang petitum lainnya sudah tepat, oleh sebab itu diambil alih dan
dijadikan alasan dan pertimbagan hukum majelis Hakim Pengadilan Tinggi
untuk memutus perkara ini pada tingkat banding”.
Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas merupakan putusan yang
kurang cukup (onvildoende gemotiveerd) oleh karena putusan majelis Hakim
pertama Pengadilan Negeri Makasar yang dikuatkan adalah merupakan putusan
yang keliru dalam menerapkan hukum, sebagaimana yang diuraikan dalam
keberatan-keberatan di bawah ini :
1) Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Makassar tidak memberikan
pertimbangan hukum yang cukup dan mendasarkan keberatan-
keberatan dari pemohon kasasi dalam memori bandingnya, dengan
hanya mengambil alih pertimbangan majelis Hakim pertama
Pengadilan Negeri Makassar sangat keliru dan sangat tidak dengan
peraturan hukum yang berlaku ;
2) Bahwa keberatan-keberatan pemohon kasasi tentang adanya perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh para termohon kasasi didasarkan
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pada beberapa alasan hukum dan berdasarkan pada beberapa alasan
hukum dan berdasar pada pembuktian persidangan peradilan pertama
Pengadilan Negeri Makassar atas tindakan hukum yang dilakukan
oleh termohon I dan termohon VI ;
Alasan Hukum
1) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam pembuktian pada peradilan
pertama Pengadilan Negeri Makassar terbukti bahwa termohon I dan
termohon VI melanggar beberapa ketentuan hukum sebagai alasan
hukum atas terjadinya perbuatan melawan hukum oleh termohon I dan
termohon VI fakta-fakta yang di maksud perkara a quo antara lain :
2) Bahwa termohon I tidak memilki landasan hukum dalam bentuk hak
pengelolaan lahan (HPL) terhadap lapangan Karebosi ;
3) Bahwa proyek revitalisasi lapangan Karebosi yang dilakukan oleh
termohon I dan termohon VI sebelunya tidak disertai dengan dokumen
analisis mengenai dampak llingkungan (AMDAL) dan izin
mendirikan bangunan  (IMB);
4) Bahwa proyek revitalisasi lapangan Karebosi yang dilakukan oleh
termohon I dan termohon VI melanggar ketentuan perundang-
undangan tentang cagar budaya ;
5) Bahwa keberatan-keberatan termohon kasasi tersebut didasarkan pada
beberapa bukti yakni bukti 1-1.P-2 danP-3 yang juga terkait dengan




Bahwa meskipun dalam pemeriksaaan kasasi majelis mahkamah Agung
Repoblik Indonesia hanya memeriksa penerapan hukum dari judex facti yang
berada dibawahnya dan tidak menilai fakta, akan tetapi sesuai dengan fakta yang
terungkap dalam pembuktian persidangan perkara a quo menunjukkan adanya
pengabaian dan atau kelalaian Majelis Hakim Banding pengadilan Tinggi
Makassar dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu pemohon kasasi akan
menguraikan fakta-fakta hukum dari bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-
saksi ;
Bahwa atas putusan majelis Hakim pertama Pengadilan Negeri Makassar
yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi
Makassar yang salah dalam menilai fakta-fakta hukum yang mengarahkan pada
pengabaian dan atau kelalaian, maka demi hukum putusan  tersebut harus
dibatalkan dengan uraian sebagai berikut :
1) Bahwa Termohon I dan Termohon VI telah terbukti melakukan
perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada
pemohon kasasi karena telah mengalihkan dan mengubah bentuk
lapangan Karebosi dari fasilitas publik/umum menjadi fasilitas
komersial yang dibuktikan dengan berkurangnya lapangan sepakbola
dari 6 petak mejadi 3 petak. Dengan adanya perjanjian kerjasama No.
426.23/026/S.PERJA /EKBANG No. 074/TPL/X/2007tentang bangun
guna serah dalam rangka revitalisasi lapangan Karebosi sebelah utara
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yang menjadi objek perjanjian atau objek revitalisasi telah menjadi
area komersial atau perekonomian berupa mall dan pertokoan. ;
2) Bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum dan atau lalai kurang
hati-hati yang dilakukan oleh para temohon kasasi yang
mengakibatkan kerugian pada pemohon kasasi dimana perbuatan dan
atau kealpaan yang dimaksud bertentangan dengan kewajiban hukum,
hak subjektif orang lain, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian karena
termohon kasasi telah melanggar beberpa peraturan perundang-
undangan yakni UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan
lingkungan hidup , PP 27 tahun 1999 tentang AMDAL , UU No. 28
tahun 2002 tentang bangunan gedung dan PP No. 6 tahun 2005
tentang pelaksanaan Undang-undang gedung serta PERDA No.15
tahun 2004 tenang izin mendirikan bangunan (IMB);
Alasan hukum
1) Bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi dalam
pembuktian pada peradilan pertama Pengadilan Negeri Makassar
terkait dengan AMDAL dan IMB proyek revitalisasi lapangan
Karebosi menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek revitalisasi
lapangan Karebosi dimulai tanggal 17 Oktober 2007. Sementara
persetujuan kelayakan lingkungan dan pengesahan AMDAL baru
dilakukan pada tanggal 21 Januari 2008 , jadi jelas pada saar dimulai
kgiatan fisik proyek revitalisasi lapangan Karebosi yang dilakukan
oleh Termohon I dan Termohon VI belum memiliki AMDAL dan
IMB. Dari fakta persidangan terungkap bahwa pembahasan dokumen
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AMDAL yang terdiri dari KA-ANDAL, RKL dan RPL baru
dilakukan oleh Termohon VI pada bulan Desember 2007 dan
persetujuan AMDAL  dikeluarkan dinas lingkungan hidup kota
Makassar pada tanggal 21 Januari 2008 ;
2) Bahwa fakta yang disebutkan pemohon kasasi tersebut di atas
didasarkan pada bukti P-1, bukti P-6, bukti P-7,bukti P-11,bukti P-
12.1,bukti P-12.2 buktiP-12.3 , bukti P-12.10,bukti  P-12.12 , dan P-
13.4 . terkait dengan itu pula bukti T I,III,IV -8 , T I,III,IV-12 , T
I,III,IV-21 dan T I,III,IV-35 ;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat:
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena juex facti
(Pengadilan Tinggi ) sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya oleh karena
tergugat /termohon kasasi berwenang untuk menata/revitalisasi lapangan
Karebosi.
Alasan-alasan tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian-
pmbuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk
pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya
berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelaggaran hukum
yang berlaku, adanya kelalaian dala memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya
putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui
batas wewenangnya sebagaimana yang di maksud dalam pasal 30 undang-undang
No.14 tahun 1985;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata
bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
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dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon
kasasi :WAKIMAN,dkk tersebut harus ditolak ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi
ditolak, maka pemohon kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini;
Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang nomor 48 tahun 2009,
undang-undang nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan
undang-undang nomor 3 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang
berangkutan;
b. Putusan Hakim
Berdasarkan atas alasan-alasan yang diuraikan oleh para penggugat tidak
dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan tingkat tinggi dianggap telah tepat
dan benar dalam pertimbangannya oleh karena Tergugat /Termohon kasasi
berwenang untuk menata/revitalisasi lapangan Karebosi dikarenakan pada
putusannya dianggap tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang
maka permohonan kasasi oleh WAKIMAN dkk, harus ditolak.
Menolak permohonan kasasi dari prmohonan kasasi  : 1. WAKIMAN. 2.
ST DIZA RASYID ALI, 3. SUGIYONO 4. DAENG SERANG, 5. MUSTARI
tersebut ;
Menghukum para pemohon kasasi /para penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam tigkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
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Analisis Pertimbangan Hakim
Berdasarkan atas tugas dari seorang hakim yakni menerima, memeriksa
dan mengadili atas menyelesaikan setiap prkara yang ditanganinya
bahwasannya di dalam nomor putusan nomor 246/PDT.G/2007/PN.MKS
dalam bertimbangan hakim:
Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa yang perlu di
buktikan yang masuk materi karakterikstik gugatan Sitizen Law Suit  yaitu
apakah revitalisasi lapangan karebosi yang dilakukan oleh tergugat I dan
tergugat IV telah merubag fungsi Lapangan Karebosi dari fasilitas umum
dandi gunakan untuk kepentingan umum, oleh masyarakat banyak termasuk
para peggugat mnjadi komersil,
Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dalam melaksanakan Revitalisasi
terhadap lapangan karebosi telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan karenanya bukanlah sebagai suatu perbuatan melawan hukum,
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas majelis Hakim berpendapat
bahwa para tergugat terutama tergugat I,III,IV, dan VI  dapat membuktikan
bahwa Lapangan Karebosi tidak beralih fungsi dengan adanya Revitalisasi
dan fasilitas umum menadi komersil seperti yang di dalilkan oleh para
penggugat dan oleh karena itu gugatan para Penggugat harus di tolak untuk
seluruhnya.
Di dalam putusan pengadilan tingkat banding nomor
325/PDT/2008/PT.MKS:
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Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada
halaman 112 yang menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya
bertentangan dengan amar putusan dalam pokok perkara yang mengabulkan
gugatan penggugat untuk sebagian, oleh karena itu pertimbangan sebagaimana
iuraikan dalam halaman 112 prlu di perbaiki.
Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum majlis hakim tingkat
pertama tentang petitum lainnya sudah tepat dan benar, oleh sebab itu diambil
alih dan dijadikan alasan dan pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan
Tinggi untuk memutus perkara ini pada tingkat banding.
Menimbang, bahwa oleh karena para penggugat/pembanding dinyatakan
kalah, beralasan untuk di hukum membayar biaya perkara baik dalam tingkat
pertma maupun dalam tingkat banding.
Pada pertimbangan Hakim tingkat kasasi dengan nomor putusan nomor
366/K/Pdt/2010:
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan pnggugat tentang
keberatannya ialah Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat benarkan oleh karena judex Facti
(Pengadilan Tinggi) sudah tepat an benar dalam pertimbangannya oleh karena
Tergugat/Termohon Kasasi berwenang untuk menata/merevitalisasi Lapangan
Karebosi.
Alasan-alasan mengenai penilaian hasil pmbuktian yang brsifat
penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan
dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan
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hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanyak kelalaian dalam
memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan
atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenagnya
sebagaiamana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No. 14 tahun
1985;
Menimbang, bahwa berdasarkan  pertimbangan diatas, lagi pula ternyata
bahwa putusan judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan
hukum dan/atau Undang-undang maka permohonan Kasasi yang diajukan
oleh pemohon kasasi Wakiman dkk di tolak.
Berdasarkan atas putusan dari tingkat pengadilan sampai dengan putusan
kasasi, diatas para Hakim telah mencermati atas perkara yang ditanganinya,
telah memeriksa perkaranya atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh
pihak penggugat sampai  pada Hakim memutuskan untuk menolak perkara
yang diajukan para Penggugat.
Pendapat penulis
Menurut penulis berdasarkan atas isi pokok perkara yang diajukan oleh
Penggugat, revitalisasi yang dilakukan oleh telah tepat dan benar dikarenakan
revitalisasi yang dilakukan tidaklah menyalahi suatu aturan karena revitalisasi
yang dilakukan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh para tergugat selaku warga Makassar yang ingin juga ingin melihat bahwa
kota makassar semakin berkembang. Pihak tergugat VI disini hanya
memfasilitasi atas revitalisasi lapangan Karebosi dan dimana atas perkembangan
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tersebut pula meningkatkan pendapatan pada kota Makassar. jadi sebagai penulis
sepakat atas revitalisasi yang dilakukan oleh para pihak tergugat.
B. Dampak Atas Alih Fungsi Lahan Terbuka Hijau Menjadi Aktivitas
Kegiatan Ekonomi Di Kota Makassar.
Dalam pembangunan suatu bangunan pastinya menyisihkan pro dan kontra
perkembangan zaman demi tatanan kota yang lebih teratur tetapi tidak untuk
kalangan masyarakat yang lain yang kontra akan perkembangan tersebut bagi
beberapa masyarakat perkembangan dan perubahan suatu lokasi atau tempat
kadang kala merugikan.
Sama halnya atas perkembangan dan perubahan atas tatanan dan suatu
fungsi RTH  menjadi aktivitas kegiatan ekonomi dimana perubahan fngsi tersebut
mengurangi fungsi yang sebenarnya dari RTH itu, padahal RTH merupakan
kawasan yang penting untuk kelangsungan suatu kota.
Sebagaimana penulis mengambil contoh akan alih fungsi suatu lahan RTH
yakni Lapangan Karebosi yang kini berubah fungsi dari lapangan biasa berubah
fungsi terdapat aktivitas dibawahnya yakni adanya suatu bangunan yang dipakai
untuk aktivitas ekonomi dan lapangan diatasnya yang kini masih terdapat aktifitas
seperti mulanya yakni aktifitas olahraga dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini
dampak yang bisa dilihat dari beberapa sisi, baik dari segi materil maupun
inmateril .
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1. Dari segi materil
a. Segi ekonomi
Dampak atas alih fungsi lahan dari lapangan Karebosi ditinjau dari segi
ekonominya berdasarkan dari hasil penelitian penulis dapat dilihat bahwa
atas pmbangunan tersebut memberi dampak positif dimana revitalisasi
lapangan Karebosi dapat menambah penghasilan kepada pemerintah kota
Makassar. Serta dengan alih fungsi tersebut dapat menanggulangi
pengangguran dengan adanya lapangan pekerjaan atas toko-toko yang dibuka
pada lapangam Karebosi tersebut. Sedangkan dilihat dari dampak negatif ari
sisi ekonominya bahwa pembangunan atau revitalisasi yang terjadi di
lapangan karebosi mengakibatkan berkurangnya pendapatan bagi pedagang
kaki lima. Yang dulunya memiliki pendapatan yang besar dari penjualan di
lapangan karebosi kini setelah dialokasikan ke tempat yang lain
pendapatannya kini sangatlah rendah. Seperti yang terjadi dengan ibu Saodah
yang mengatakan bahwa semenjak  di revitalisasinya lapangan karebosi
mengakibatkan dirinya dan rekan sepedangang kaki lima harus menerima
dialokasikan ketempat yang lain. Dimana yang dulunya mereka menetap
berjualan diatas lapangan karebosi tersebut kini harus menerima dialokasikan
ketempat yang lain. Shingga juga mereka harus menerima sumber pendapatan
mereka berkurang.1
2. Dari segi inmateril
a. Segi sosial
Bahwasannnya lapangan Karebosi sebelum dilakukannya revitalisasi
banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas setiap harinya secara gratis
1 Saodah,(70 tahun), pedagang kaki lima),wawancara, Makassar, 11 Juli 2017.
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sehingga masyarakat dari semua kalangan dapat menikmatinya. Banyaknya
aktivitas pada lapangan Karebosi ini juga yang dimanfaatkan oleh para padagang
kaki lima untuk mendapatkan hasil dan keuntungan. Tetapi kini setelah lapangan
karebosi telah dilakukannya revitalisasi menghilangkan fungsi lapangan
sebelumnya dan masyarakat luas tidak dapat menikmatinya lagi.
Dampak yang akan terjadi setelah beberapa tahun yang akan datang,
berdasarkan dari hasil penelitian jika melihat dari hasil putusan pengadilan
bahwasannya revitalisasi lapangan Karebosi di dasari dengan AMDAL dan juga
IMB. Ini menandakan bahwa pembangunan ini di dasari dengan peraturan yang
berlaku yang telah dipertimbangkan pembangunannya sebelum revitalisasi itu
dilakukan.
b. Segi Budaya
berdasarkan artikel yang di dapatkan dari beberapa sumber yang ada di
media Internet bahwasannya atas pembangunan tersebut banyak
masyarakat yang kontra akan revitalisasi tersebut dikarenakan lapangan
yang semula merupakan tanah atas peninggalan dari raja-raja terdahulu
sebagai tempat/lokasi untuk segala event kegiatan oleh masyarakat sekitar
nampak tidak ada lagi sehingga masyarakat mengklaim bahwa budaya-






Berdasarkan dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1. Sesuai dengan tugas utama dari seorang Hakim yakni menerima,
memeriksa, dan mengadili bahwa pada putusan pengadilan dari
tingkat pertama sampai dengan tingkat Akhir pada pertimbangannya :
Pada tingat pengadilan pengadilan Negeri Makassar Menimbang,
bahwa berdasarkan hal-hal diatas majelis Hakim berpendapat bahwa
para tergugat terutama tergugat I,III,IV, dan VI  dapat membuktikan
bahwa Lapangan Karebosi tidak beralih fungsi dengan adanya
Revitalisasi dan fasilitas umum menadi komersil seperti yang di
dalilkan oleh para penggugat dan oleh karena itu gugatan para
Penggugat harus di tolak untuk seluruhnya.
Pertimbagan Hakim pada tingkat Banding, Menimbang, bahwa alasan
dan pertimbangan hukum majlis hakim tingkat pertama tentang
petitum lainnya sudah tepat dan benar, oleh sebab itu diambil alih dan
dijadikan alasan dan pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan
Tinggi untuk memutus perkara ini pada tingkat banding.
Pertimbangan Hakim pada tingkat Kasasi, Menimbang, bahwa
berdasarkan  pertimbangan putusannya, lagi pula ternyata bahwa
putusan judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan
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hukum dan/atau Undang-undang maka permohonan Kasasi yang
diajukan oleh pemohon kasasi Wakiman dkk di tolak.
2. Dampak atas alih fungsi lahan RTH menjadi aktivitas kegiatan
ekonomi menunjukkan adanya sisi positif dan negatif dari beberapa
pandangan. Dapat ditinjau dari sisi ekonomi, sisi sosial dan dari sisi
budaya. Dalam  revitalisasi tersebut menimbulkan atas pro dan kontra
atas pembangunannya yakni, di lihat dari  sisi negatifnya pedagang
kaki lima yang sebelumnya menetap berdagang di lapangan Karebosi
menunjukkan banyak kerugian dikarenakan kurangnya penghasilan
yang didapatkan di tempat alokasinya sedangkan untuk sisi positifnya
menunjukkan banyaknya keuntungan atas revitalisasi lapangan
tersebut diantaranya pemasukan atas anggaran pemerintah bertambah
serta fasilitas pada lapangan lebih berkualitas dibanding sebelum
dilakukannya revitalisasi.
B. Implikasi penelitian
1. Pemerintah harus meninjau terlebih dahulu tempat yang akan
dijadikan tempat relokasi untuk para pedangang melihat dari aspek
strategis dan keuntungan.
2. Mensosialisasikan terhadap masyarakat mengenai keuntungan atas





Sutedi, Adrian, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya Cet.VI ;
Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Budihardjo, Eko. Kota Dan Lingkungan Pendekatan Baru Berwawasan
Ekologi, Pusaka Lp3es Indonesia, 2003.
Marihot, Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
(Cet.I ;Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003.
Iskandar syah, mudakkir, pembebasan tanah untuk kepentigan umum. Jakarta:
permata aksara, 2015
Said Sugihrto, Umar, Hukum Pengadaan Tanah:Pengadaan Hak Atas Tanah
Untk Kepentingan Umum Pra Dan Pasca Reformasi. Malang: Setara Press,2015
Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia.Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika,
2010.
Soedjono D, Segi-Segi Kota Hukum Tentang Tata Bina Kota Di Indonesia.
Cet.I ;Bandung: P.T. Karya Nusantara, 1978.
Rianto, Adi. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2010.
Hasni, Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks
UUPA-UUPR-UUPPLH. Jakarta: PT  Rajagrafindo persada,2016.
Yunus, Hadi Sabari, Klasifikasi Kota, Pusaka Pelajar, 2009
Hadjowigeno, Sarwono Dan Widiatmaka, Evaluasi Kesesuian Lahan Dan
Perencanaan Tataguna Lahan. Cet. III; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
2015.
Santoso Urip, Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Cet. I; Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2012.
B. UNDANG-UNDANG
Undang-undang Nomor 5 tahun 2012 tentang petunjuk juknis pengadaan
tanah
Repoblik indonesia, Undang-Undang Dasar Negara 1945.
71
C. INTERNET
Nirwono joga, iwan ismaun. RTH 30% resolusi [kota] hijau.
http://books.google.co.id
Srikandi rahayu, seputar ekonomi. http://seputarpengertian.blogspot.co.id (18
april 2017).
D. SKRIPSI
Andi firmansyah, “tinjauan yuridis terhadap pengelolaan ruang di kabupaten
















































SARTIKA adalah nama penulis ini. Penulis lahir dari
orang tua, MUH. ILYAS dan RABAIYAH sebagai anak
keempat dari Empat bersaudara. Penulis dilahirkan di
Pangkep pada Tanggal 12 April 1995.
Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 38
Bonto Perak Kabupaten Pangkep pada tahun 2007, melanjutkan ke SMPN 2
Pangkajene Kabupaten Pangkep pada tahun 2010, dan SMA Swasta Semen
Tonasa, Kabupaten Sinjai pada tahun 2013. Hingga akhirnya bisa menempuh
masa kuliah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar Jurusan Ilmu Hukum.
Pada Tahun 2016 penulis mengikuti kegiatan Praktek Pengenalan Lapangan
(PPL) program magang pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2016
yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri kelas 1B Sungguminasa kabupaten
Gowa.
Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha
penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga
dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif
bagi dunia pendidikan.
Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas
terselesaikannya skripsi ini.
